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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 02 TAHUN 2009  

 TENTANG 
PEDOMAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka memberi pedoman yang komprehensif 
dalam penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, perlu 
mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 005 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 
2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas 
Bumi;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha 
Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penugasan Survei 
Pendahuluan Panas Bumi; 

Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor  4327); 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat 
Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 3934); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan 
Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777); 

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 
Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 
28 Agustus 2007; 

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 
Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara 
Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;  

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL  TENTANG PEDOMAN PENUGASAN SURVEI 
PENDAHULUAN PANAS BUMI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi 

pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan 
dengan informasi kondisi geologi, geofisika dan geokimia 
untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas 
Bumi serta wilayah kerja. 

2. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut 
Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam Izin 
Usaha Pertambangan Panas Bumi. 
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3. Wilayah Terbuka adalah bagian Wilayah Hukum 
Pertambangan Panas Bumi Indonesia yang belum ditetapkan 
sebagai Wilayah Kerja. 

4. Penugasan Survei Pendahuluan adalah tugas untuk 
melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan yang diberikan 
oleh Menteri.  

5. Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan adalah wilayah 
penugasan yang ditandai oleh titik potensi dan dibatasi oleh 
koordinat. 

6. Badan Usaha adalah Pihak Lain yang berbadan hukum 
Indonesia  serta mempunyai keahlian dan kemampuan untuk 
melakukan Penugasan Survei Pendahuluan.  

7. Sistem Informasi Wilayah Kerja, selanjutnya disebut SIWK, 
adalah suatu sistem database Wilayah Kerja yang memuat 
informasi seluruh titik potensi, Wilayah Kerja, wilayah kerja 
yang dikembalikan atau wilayah kerja yang berakhir izin atau 
kontrak kerja samanya. 

8. Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan adalah peta yang 
memuat titik potensi, data dan informasi serta batas koordinat 
Penugasan Survei Pendahuluan.  

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas 
dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha pertambangan 
panas bumi. 

10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang 
tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha 
pertambangan panas bumi. 

11. Badan Geologi adalah Badan yang bidang tugas dan 
kewenangannya meliputi kegiatan geologi. 

BAB II 
PENETAPAN WILAYAH PENUGASAN SURVEI 

PENDAHULUAN 
Pasal 2 

(1) Penugasan Survei Pendahuluan diberikan dalam rangka 
pelaksanaan program percepatan pengembangan Panas Bumi 
pada Wilayah Terbuka yang belum dapat ditetapkan Wilayah 
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi 
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dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tata cara penetapan 
wilayah kerja pertambangan panas bumi.  

(2) Kriteria untuk menetapkan Wilayah Terbuka menjadi Wilayah 
Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah : 
a. wilayah tersebut mempunyai potensi panas bumi yang besar 

dan/atau kebutuhan listrik di daerah tersebut tinggi; 
b. wilayah potensi panas bumi yang telah mempunyai 

infrastruktur serta jaringan transmisi nasional yang 
memadai; atau 

c. wilayah tertinggal (frontier/remote area) yang secara potensi 
dan teknis apabila dikembangkan potensi panas bumi di 
daerah tersebut akan membawa multiplier effect yang 
signifikan. 

Pasal 3 
(1) Menteri menetapkan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan 

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 
(2) Direktur Jenderal menyiapkan Wilayah Penugasan Survei 

Pendahuluan. 
(3) Gubernur, bupati/walikota atau Badan Usaha dapat 

mengusulkan kepada Menteri suatu wilayah tertentu untuk 
dilakukan Penugasan Survei Pendahuluan. 

(4) Dalam hal gubernur, bupati/walikota atau Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bermaksud  mengusulkan 
suatu wilayah tertentu untuk dilakukan Penugasan Survei 
Pendahuluan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri 
melalui Direktur Jenderal. 

(5) Direktur Jenderal mengusulkan Wilayah Penugasan Survei 
Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan 
ayat (4) untuk ditetapkan menjadi Wilayah Survei Pendahuluan 
oleh Menteri setelah melakukan koordinasi dengan Badan 
Geologi. 

Pasal 4 
(1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja, Menteri dapat 

menugaskan Badan Usaha untuk melakukan Survei 
Pendahuluan. 
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(2) Badan Usaha yang dapat melakukan Survei Pendahuluan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan 
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, 
atau Swasta. 

Pasal 5 
(1) Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan dilakukan melalui 

Penawaran Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan kepada 
Badan Usaha.   

(2) Pelaksanaan Penawaran Wilayah Penugasan Survei 
Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dengan cara : 
a. pengumuman Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan 

melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya; 
atau 

b. promosi Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dalam 
berbagai forum baik nasional maupun internasional. 

(3) Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dalam SIWK.  

BAB III 
TATA CARA PERMOHONAN PENUGASAN SURVEI 

PENDAHULUAN  
Pasal 6 

(1) Badan Usaha yang berminat melakukan Survei Pendahuluan 
harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur 
Jenderal untuk mendapatkan Peta Wilayah Penugasan Survei 
Pendahuluan.  

(2) Badan Usaha yang telah mendapatkan Peta Wilayah Penugasan  
Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja wajib 
mengajukan permohonan Penugasan Survei Pendahuluan 
kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada 
Badan Geologi, gubernur dan bupati/walikota. 

(3) Badan Usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan Peta Wilayah 
Penugasan Survei Pendahuluan, persyaratan administratif, 
teknis, dan keuangan. 


